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BAB III 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Pelaksanaan Perubahan Alih Fungsi Tanah Pertanian Hak Milik Untuk 

Rumah Tinggal Oleh Developer di Desa Sumberejo, Kecamatan Klaten Selatan, 

Kabupaten Klaten telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria 

dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 

13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 

Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang. Hal ini dapat dibuktikan dari 

tanah yang dialihfungsikan sudah bukan lahan pangan berkelanjutan tetapi 

adalah lahan yang sifatnya multikultural, dan juga Peraturan Daerah Nomor 10 

Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 

2021-2041. Meskipun dalam pelaksanaan perubahan alih fungsi tanah pertanian 

hak milik untuk rumah tinggal oleh developer di Desa Sumberejo masih 

mengalami beberapa hambatan, akan tetapi kendala tersebut tidak menjadi 

penghalang untuk terlaksananya kegiatan alih fungsi tanah pertanian, sehingga 

pelaksanaan perubahan alih fungsi tanah pertanian hak milik untuk rumah 

tinggal oleh developer di Desa Sumberejo ini tetap bisa berjalan dengan efektif 

dan efisien. 

B. SARAN 

Bagi pemerintah daerah, disarankan agar mempertahankan peraturan-peraturan 

yang mengatur terkait dengan alih fungsi tanah pertanian menjadi perumahan 

yang dilakukan oleh developer. Hal ini demi menjaga eksistensi dari ketahanan 
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produksi pangan. Selain itu , dengan adanya peraturan yang tegas, para 

developer tidak lagi dapat membangun rumah tinggal yang tidak sesuai dengan 

prosedur yang seharusnya dilakukan para developer. 
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